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ABSTRACT 

 

The disclosure of public information (in indonesian : KIP) which has been 
regulated in Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP), caused a public 
corporation in Indonesia has the responsibility to providing the information 
transparently. One of the public corporation is PT PLN (Persero), as a state-
owned corporation who successfully got the top rank for two consecutive years in 
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik. Based on these PLN’s 
achievement, researcher was interested to knows about how the strategy of 
communication which has been conducted by Humas PT PLN to the 
implementation of UU KIP.  

This research used descriptive qualitative method. The result were analyzed 
based on the implementation theory by George C. Edwards, then presented to the 
communication strategy theory by Onong Uchjana to describe how the 
communication strategy was conducted by Humas PT PLN (Persero). Based on 
this research, the communication strategy has been conducted in a planned, and 
in appropriate with the component of communication strategy. All the component 
of communication strategy are gives impact and contribution to the factor of 
implementation. 

Furthermore, this research discovering that the communication in 
implementation of UU KIP was divided into two ways, external and internal. It is 
intended to makes the implementation has been running well and comprehensive; 
can reaching all of the lines who involved in it, that is the public and the internal 
circles of PT PLN (Persero). 
 

Keywords : Communication Strategy, The Disclosure of Public Information, 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, telah 

mengubah paradigma pemerintahan di Indonesia untuk menganut sistem 

demokrasi. Terbentuknya sistem demokrasi tersebut membuat pemerintah 

dalam penyelenggaraan negara menjadi lebih terbuka dan transparan, 

termasuk diantaranya dalam hal penyediaan informasi. Penyediaan informasi 

dilakukan secara lebih terbuka dikarenakan rakyat berhak untuk mengetahui 

informasi-informasi pemerintahan dalam hal penyelenggaraan negara. Demi 

terciptanya sebuah siklus yang baik antara hak masyarakat dengan kewajiban 

badan publik dalam mewujudkan keterbukaan informasi, pemerintah pun 

mengeluarkan kebijakan sebagai payung hukum. Kebijakan tersebut tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik atau yang selanjutnya disebut dengan UU No. 14 Tahun 

2008. 

Hadirnya UU No. 14 Tahun 2008 mewajibkan badan publik untuk 

menyediakan informasi tentang perusahaannya secara proaktif kepada 

masyarakat. Perihal menjalankan keterbukaan informasi dengan menyebarkan 

informasi secara terbuka dan transparan kepada pihak yang berhak 
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menerimanya, telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94, yang 

berbunyi : 

 

Artinya : “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan 
segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari 
orang-orang yang musyrik.” (QS. Al-Hijr : 94) 

 

Surat Al-Hijr ayat 94 menjelaskan mengenai cara penyampaian dakwah 

kepada suatu kaum secara terbuka, terang-terangan dan transparan. Dalam 

ayat tersebut,  dijelaskan bahwa suatu informasi harus disampaikan secara 

terang-terangan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jika dikaitkan dengan 

Keterbukaan Informasi Publik, ayat ini menunjukkan bahwa penyampaian 

informasi yang disampaikan secara terbuka, jujur dan transparan sangat 

dianjurkan.  Hal tersebut sesuai dengan kewajiban badan publik untuk 

menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan kepada pihak yang 

berhak menerimanya, yaitu masyarakat. 

Proses penyampaian informasi secara terbuka oleh suatu badan publik 

tentu tidak terlepas dari aktivitas komunikasi. Aktivitas komunikasi dapat 

ditinjau dari bagaimana informasi tersebut disampaikan dengan suatu cara 

tertentu hingga dapat diterima dengan baik oleh publik secara mudah, cepat 

dan tepat. Adanya unsur komunikasi dalam proses keterbukaan informasi 

membuat pihak yang memiliki wewenang untuk menjalankan aktivitas 
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komunikasi secara strategis dalam suatu badan publik menjadi pelaksana 

Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut juga dijelaskan pada Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 

Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa unit di bidang informasi, komunikasi 

dan/atau kehumasan akan diberi tanggung jawab untuk melaksanakan 

keterbukaan informasi dalam suatu badan publik. 

Penetapan posisi Hubungan Masyarakat atau yang selanjutnya disebut 

Humas sebagai pelaksana keterbukaan informasi perusahaan dapat ditemui di 

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sebagai Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan listrik di seluruh 

Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau yang selanjutnya 

disebut dengan PT PLN (Persero) memiliki kewajiban untuk menerapkan UU 

No. 14 Tahun 2008. PT PLN (Persero) wajib memberikan informasi secara 

terbuka dalam setiap kinerjanya. Adanya keterbukaan informasi dapat 

menjadikan masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja PT PLN 

(Persero) sebagai badan publik yang berada di bawah  naungan  negara dalam 

menyediakan listrik di seluruh Indonesia.  

Divisi Komunikasi Korporat atau yang disebut dengan Humas PLN 

merupakan divisi yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik sesuai 

dengan UU No. 14 Tahun 2008. Humas PLN memiliki tanggung jawab untuk 

menjalankan komunikasi strategis bagi perusahaan, yang juga diterapkan 

dalam menyediakan keterbukaan informasi. Dengan adanya strategi 
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komunikasi dalam menyediakan informasi kepada publik, informasi yang 

disampaikan diharapkan tidak akan terhambat dan dapat tersampaikan secara 

efektif. 

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Humas 

PLN telah berhasil mengantarkan PT PLN (Persero) meraih posisi teratas 

pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik. Pemeringkatan 

Keterbukaan Informasi Publik adalah program evaluasi pelaksanaan 

Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik di Indonesia yang dilakukan 

oleh Komisi Informasi Pusat, selaku lembaga yang berfungsi menjalankan, 

mengatur dan mengawasi jalannya UU No. 14 Tahun 2008 (Laporan 

Pemeringkatan KIP, 2014). Terhitung selama dua tahun terakhir, PT PLN 

(Persero) terus menempati posisi teratas sebagai BUMN dengan tingkat 

Keterbukaan Informasi Publik yang terbaik di Indonesia 

Pada tahun 2014, PT PLN (Persero) kembali meraih peringkat atas dari 

138 BUMN yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat. Seperti yang tertera 

pada Laporan Hasil Pemeringkatan yang diunggah Komisi Informasi Pusat 

dalam website www.komisiinformasi.go.id sebagai berikut : 

 

 

 

 

http://www.komisiinformasi.go.id
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Gambar 1 

Tabel Hasil Akhir Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2014 
Kategori BUMN 

 

Sumber : http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/laporan-hasil-
pemeringkatan (diakses tanggal 18 Januari 2015 pukul 22.30 WIB). 

 

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh 

Komisi Informasi Pusat menunjukkan sejuah mana UU No. 14 Tahun 2008 

telah terimplementasi di suatu badan publik, lembaga ataupun perusahaan. 

Termasuk dalam hal ini adalah PT PLN (Persero) yang telah berhasil meraih 

prestasi memuaskan dalam hal pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 

selama dua tahun berturut-turut. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa Humas 

PLN memiliki strategi komunikasi yang diperhitungkan dalam memenuhi 

tanggung jawab serta mencapai tujuan perusahaan. 

Strategi komunikasi menjadi begitu penting dalam penyampaian 

informasi kepada publik agar informasi dapat tersampaikan dengan baik, 

efektif dan  tepat sasaran. Hal tersebutlah yang kemudian membuat peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi komunikasi seperti apa 

http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/laporan-hasil-
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yang digunakan oleh Humas PLN terhadap pelaksanaan Keterbukaan 

Informasi Publik sesuai yang tertera pada UU No. 14 Tahun 2008. Maka 

peneliti menetapkan judul dari penelitian ini yaitu “Strategi Komunikasi 

Hubungan Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik (Studi 

Deskriptif Kualitatif Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 di Humas PT PLN Persero). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka  

peneliti merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut : “Bagaimana 

strategi komunikasi Humas PT PLN (Persero) terhadap implementasi 

Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik?” 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi 

komunikasi yang digunakan oleh Humas PT PLN (Persero) terhadap 

implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 
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2. Manfaat Penelitian 

 Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang 

diharapkan adalah sebagai berikut : 

a. Akademis 

  Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan penelitian di bidang Ilmu 

Komunikasi, khususnya pada konsentrasi public 

relations atau kehumasan. 

b. Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan peneliti, antara lain : 

1) Dapat menjadi evaluasi dan bahan masukan 

bagi Humas PT PLN (Persero) dalam 

mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik 

dan hal lain yang terkait dengan implementasi 

kebijakan pemerintah. 

2) Bagi masyarakat, yaitu dapat memberikan 

wawasan mengenai strategi komunikasi humas 

khususnya dalam ruang lingkup implementasi 

kebijakan pemerintah atau negara. 
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D. Telaah Pustaka 

 Berdasarkan deskripsi singkat mengenai penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti dengan judul “Strategi Komunikasi Hubungan 

Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi Publik (Studi Deskriptif 

Kualitatif Implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 di 

Humas PT PLN Persero),  peneliti tentu harus melakukan tinjauan pustaka. 

Adapun tinjauan pustaka ditujukan agar peneliti dapat mengindari 

pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian yang lebih dulu ada. Setelah 

melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang 

berhubungan dengan strategi komunikasi hubungan masyarakat dan 

implementasi kebijakan, peneliti berhasil menghimpun beberapa karya ilmiah 

yang memiliki persamaan juga perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. 

 Tinjauan pustaka pertama yang dikaji oleh peneliti adalah skripsi yang 

berjudul “Peran Humas Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik 

(Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI)”. Penelitian milik Titis 

Hidayati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada 

(UGM) pada tahun 2014 ini membahas mengenai bagaimana peran Humas 

Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai salah satu badan publik dalam 

mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan 

menggunakan metode studi kasus. Dengan menggunakan teori empat peran 
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humas yang disampaikan oleh Broom dan Smith, penelitian ini ditujukan 

untuk mengetahui bagaimana peranan humas dalam proses implementasi UU 

No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI adalah 

aktor utama dalam implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik di lembaganya. Adapun peran Humas BPK RI 

dalam implementasi UU No. 14 Tahun 2008 sendiri terbagi menjadi dua, 

yaitu peran teknis dan peran manajerial. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian  yang dilakukan oleh peneliti 

antara lain ialah sama – sama menjadikan implementasi UU No. 14 tahun 

2008 sebagai isu yang diangkat dari praktik kehumasan. Hanya saja pada 

penelitian Titis, objek penelitian yang ditetapkan adalah peran humas dalam 

mengimplementasikan UU No. 14 tahun 2008. Sementara pada penelitian 

yang dilakukan peneliti, objek penelitian adalah strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh Humas dalam mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 

tersebut. Meskipun jenis penelitian yang diangkat memiliki kesamaan yaitu 

penelitian deksiptif kualitatif, namun metode yang digunakan memiliki 

perbedaan. Titis menggunakan studi kasus sebagai metode penelitiannya, 

sementara peneliti menggunakan studi deksriptif kualitatif untuk menganalisis 

tentang objek penelitian yang dipilih. 

 Penelitian kedua yang dikaji oleh peneliti adalah penelitian skripsi 

berjudul “Strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polda 

Banten dalam Pelayanan Informasi Publik” karya Neng Lasmy Liesmaya 
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pada tahun 2013. Mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini meneliti tentang strategi yang 

dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda 

Banten dalam pelayanan informasi publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini menggunakan teori 

fungsi manajemen POAC yaitu proses planning, organizing, actuating dan 

controlling, serta menggunakan teori sistem sebagai panduan penelitian. Hasil 

dari penelitian ini adalah  dalam proses pelayanan informasi publik, terdapat 

fungsi manajemen yang membantu  mengarahkan PPID Polda Banten untuk 

menerapkan UUNo.14 Tahun 2008. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

ialah sama-sama berangkat dari persoalan Keterbukaan Informasi Publik yang 

tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008. Selain itu, persamaan juga terdapat 

pada objek dasar dari penelitian, yaitu strategi. Hanya saja, perbedaannya, 

penelitian ini lebih mengacu kepada strategi yang dilakukan oleh PPID Polda 

Banten sebagai pelaksana Keterbukaan Informasi Publik, sementara kajian 

peneliti lebih spesifik yaitu lebih mengarah kepada strategi komunikasi. 

Perbedaan lainnya adalah penelitian ini memfokuskan keterbukaan informasi 

pada pelayanan informasi publik, sementara peneliti mengkaji keterbukaan 

informasi secara keseluruhan. 

 Penelitian ketiga yang dikaji oleh peneliti adalah tesis dari Marroli J. 

Indarto, pasca sarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Indonesia pada tahun 2012. Tesis berjudul “Manajemen 
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Komunikasi Pemerintah dalam Kebijakan Transparansi Informasi (Studi 

Evaluasi Komunikasi Keterbukaan Informasi Publik pada Kementrian 

Komunikasi dan Informatika” ini membahas tentang bagaimana metode 

manajemen dan evaluasi komunikasi pemerintah dalam menyelenggarakan 

keterbukaan informasi. Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian 

ini menyimpulkan bahwa pemerintah sudah menerapkan metode manajemen 

komunikasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, hanya saja 

penerapannya belum maksimal. Penelitian ini menyebutkan  bahwa dalam 

identifikasi masalah, aksi, komunikasi dan evaluasi masih terdapat kelemahan 

di dalamnya. Teori yang digunakan pada penelitian ini antara lain ialah teori 

proses manajemen empat langkah dari Cutlip, Center dan Broom, teori 

metode transparansi Rawlin serta teori pemangku kepentingan. 

 Persamaan dari penelitian ini antara lain ialah sama-sama berangkat dari 

persoalan penerapan keterbukaan informasi publik yang mengacu pada UU 

No. 14 Tahun 2008 dalam kaitannya dengan aktivitas komunikasi. 

Perbedaannya, tentu dari ruang lingkup penelitian serta objek penelitian. Bila 

penelitian ini meninjau kepada manajemen komunikasi pemerintah serta 

terfokus pada studi evaluasinya, maka peneliti lebi terfokus untuk melakukan 

studi deskriptif yang bersifat menggambarkan tentang strategi yang 

digunakan oleh Humas sebagai pelaksana keterbukaan informasi publik. 

 Penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan dan persamaan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti dengan telaah pustaka yang telah dikaji dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut. 
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Tabel 1 
Matriks Perbedaan Telaah Pustaka 

 
No. Peneliti / 

Instansi 
Judul 

Penelitian 
Lokasi / 
Subjek Metode Persamaan Perbedaan Hasil 

1 

Titis 
Hidayati / 
Universi-
tas Gadjah 
Mada 
(UGM) 

Peran Humas 
dalam 
Implementasi 
Undang-
Undang 
Nomor 14 
Tahun 2008 
Tentang 
Keterbukaan 
Informasi 
Publik di 
Badan Publik 
(Studi Kasus 
Pada Badan 
Pemeriksa 
Keuangan RI) 

Humas Badan 
Pemeriksa 
Keuangan 
(BPK) RI 
 

Studi 
Kasus 

-Mengangkat isu 
tentang UU No. 14 
Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan 
Informasi Publik 
 
-Meneliti humas 
dalam kaitannya 
dengan implementasi 
UU No. 14 Tahun 
2008 di suatu badan 
publik 

-Peneliti meneliti 
tentang strategi 
komunikasi yang 
digunakan humas 
dalam implementasi 
UU No. 14 Tahun 
2008, sementara Titis 
meneliti bagaimana 
peran humas dalam 
implementasi UU 
tersebut. 
- Metode penelitian 
- Subjek dan objek 
penelitian 
-Teori yang digunakan 
 

Humas 
adalah aktor 

utama 
dalam 

implementa-
si UU No. 
14 Tahun  

2008 
tentang 

Keterbuka-
an Informasi 

Publik 

2 

Neng 
Lasmy 
Liesmaya/ 
Universi-
tas Sultan 
Ageng 
Tirtayasa 
 

“Strategi 
Pejabat 
Pengelola 
Informasi dan 
Dokumentasi 
Polda Banten 
dalam 
Pelayanan 
Informasi 
Publik” 

PPID Polda 
Banten 

Deskrip-
tif 
Kualitatif 

-Berangkat dari 
persoalan penerapan 
UU No. 14 Tahun 
2008 tentang 
Keterbukaan 
Informasi Publik di 
badan publik 
 
-Meneliti tentang 
strategi dalam 
menyediakan 
keterbukaan informasi 

-Objek penelitian 
peneliti lebih 
dispesifikasikan 
pada strategi 
komunikasi 
-Peneliti mengkaji 
keterbukaan 
informasi secara 
keseluruhan, tidak 
hanya pada 
pelayanan informasi 
publik saja 
-Teori yang 
digunakan 
-Subjek dan objek 
penelitian 

Pada proses 
pelayanan 
informasi 

publik, 
terdapat 
fungsi 

manajemen 
POAC yang 
membantu  
mengarah-
kan PPID 

dalam 
menerapkan 
UU No.14 

Tahun 2008. 
 

3 

Marroli J. 
Indarto / 
Universi-
tas 
Indonesia 

“Manajemen 
Komunikasi 
Pemerintah 
dalam 
Kebijakan 
Transparansi 
Informasi 
(Studi 
Evaluasi 
Komunikasi 
Keterbukaan 
Informasi 
Publik pada 
Kementrian 
Komunikasi 
dan 
Informatika” 

Ditjen 
Informasi dan 
Komunikasi 
Publik 
Kementrian 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

Studi 
Kasus 

-Berangkat dari 
persoalan penerapan 
UU No. 14 Tahun 
2008 tentang 
Keterbukaan 
Informasi Publik di 
badan publik yang 
dilakukan oleh pihak 
komunikasi 
perusahaan 
 
-sama-sama meninjau 
keterkaitan 
komunikasi dengan 
implementasi 
kebijakan keterbukaan 
informasi 

-Objek penelitian 
peneliti lebih 
ditujukan pada 
strategi komunikasi, 
bukan manajemen 
komunikasi 
-teori yang 
digunakan 
-metode penelitian 
-Penelitian peneliti 
bersifat 
mendeskripsikan, 
bukan mengevaluasi 
-Subjek dan Objek 
penelitian 

Pemerintah 
sudah 

menerapkan 
metode 

manajemen 
komunikasi 

dalam 
pelaksanaan 
keterbukaan 
informasi, 
hanya saja 

penerapannya 
belum 

maksimal, 
karena masih 

terdapat 
kelemahan 

dalam proses  
identifikasi 

masalah, aksi, 
komunikasi 

dan evaluasi. 
 

Sumber : Olahan Peneliti (2015) 
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E. Landasan Teori 

1. Strategi Komunikasi 

a. Pengertian Strategi  Komunikasi 

 Secara tata bahasa, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu 

upaya untuk berbagi dalam mencapai kebersamaan (Sendjaja, dkk., 

2013 : 1.10). Sementara Hovland, Janis & Kelley (dalam 

Vandiansyah, 2008 : 25) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu 

proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus 

(biasanya berupa kata-kata) dengan tujuan mengubah dan 

membentuk perilaku orang lainnya (khalayak).  Philip Kotler (dalam 

Effendy, 2013 : 18) menggambarkan model proses komunikasi 

dengan menunjukkan unsur-unsur komunikasi yang terdapat di 

dalamnya, yang terdapat pada bagan berikut ini. 

Bagan 1 
Model Komunikasi Philip Kotler 

 
 

 

 

Sumber : (Effendy, 2013 : 18) 

 
 

Sender Encoding 

Response Feedback 

Noise 

Receiver Decoding 
Media 

Message 
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Penegasan tentang unsur – unsur dalam proses komunikasi Kotler 

adalah sebagai berikut. 

1) Sender, yaitu komunikator yang menyampaikan pesan 

kepada seseorang atau sejumlah orang. 

2) Encoding, yaitu proses pengalihan pikiran ke dalam 

bentuk lambang. 

3) Message, yaitu pesan yang merupakan seperangkat 

lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. 

4) Media, yaitu saluran komunikasi tempat berlalunya 

pesan dari komunikator kepada komunikan. 

5) Decoding, yaitu proses dimana komunikan menetapkan 

makna lambang yang disampaikan komunikator. 

6) Receiver, yaitu komunikan yang menerima pesan. 

7) Response, yaitu tanggapan, seperangkat reaksi pada 

komunikan setelah menerima pesan. 

8) Feedback, yaitu umpan balik dan tanggapan komunikan 

apabila tersampaikan atau disampaikan kepada 

komunikator. 

9) Noise, yaitu gangguan tak terencana yang terjadi dalam 

proses komunikasi. 

 Agar seluruh unsur komunikasi tersebut dapat berjalan dengan 

optimal, maka diperlukan adanya strategi dalam sebuah proses 

komunikasi. Strategi komunikasi memegang peranan yang penting, 
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karena berhasil atau tidaknya komunikasi banyak ditentukan oleh 

strategi komunikasi yang digunakan (Effendy, 2008 : 33). 

 Middleton (dalam Cangara, 2013 : 61) mendefinisikan strategi 

komunikasi sebagai kombinasi yang terbaik dari semua unsur 

komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), 

penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk 

mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Strategi komunikasi 

tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan 

arah saja, melainkan juga harus menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya (Effendy, 2008 : 33). 

 Strategi komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu secara makro 

(planned multi-media strategy) atau mikro (single communication 

medium strategy). Berdasarkan aspek tersebut, strategi komunikasi 

memiliki fungsi ganda yaitu : 

1) Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat 

informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis 

kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. 

2) Menjembatani “kesenjangan budaya” akibat 

kemudahan diperolehnya dan kemudahan 

dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, 

yang jika dibiarkan dapat merusak nilai-nilai budaya. 
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b. Tujuan Strategi Komunikasi 

Menurut R. Wayne Pace, Breint D. Peterson, dan M. Dallas 

Burnet (dalam Effendy, 2013 : 32), tujuan utama dari strategi 

komunikasi adalah sebagai berikut : 

1)  To secure understanding 

Tujuan strategi komunikasi yang pertama, adalah untuk 

memastikan bahwa komunikan mengerti tentang pesan 

yang diterimanya. 

2) To establish acceptance 

Strategi komunikasi bertujuan untuk membina 

komunikan sebagai penerima yang sudah mengerti 

pesan yang diterimanya. 

3) To motivate action 

Terakhir, tujuan dari strategi komunikasi adalah untuk 

memotivasi penerima pesan mengenai hal yang 

berkaitan dengan pesan yang disampaikan. 

 Tujuan-tujuan strategi komunikasi yang dijabarkan di atas, 

menunjukkan bahwa dalam menyusun strategi komunikasi 

diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor 
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pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam setiap komponen 

strategi komunikasi (Effendy, 2013 : 35).  

 

c. Komponen Strategi Komunikasi 

 Menurut Onong Uchjana Effendy dalam bukunya Ilmu 

Komunikasi; Teori dan Praktik  (2013),  komponen-komponen yang 

menjadi dasar strategi komunikasi harus diperhatikan beserta dengan 

faktor pendukung serta penghambat dari komponen-komponen 

tersebut. Komponen-komponen strategi komunikasi yang dituliskan 

Onong Effendy antara lain ialah sebagai berikut : 

 
1) Mengenali sasaran komunikasi 

Sebelum melancarkan komunikasi, komunikator 

perlu mempelajari siapa-siapa yang akan menjadi sasaran 

komunikasinya. Hal ini tentu bergantung pada tujuan 

komunikasi, apakah komunikasi ditujukan agar 

komunikan hanya sekedar mengetahui (dengan metode 

informatif) atau agar komunikan melakukan tindakan 

tertentu (metode persuasif atau instruktif). Terdapat dua 

faktor yang harus diperhatikan dalam mengenali sasaran, 

yaitu faktor kerangka referensi dan faktor situasi kondisi. 
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a) Faktor kerangka referensi 

Menurut Wilbur Schramm, komunikasi akan 

berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh 

komunikator cocok dengan kerangka referensi 

(frame of reference), yaitu paduan pengalaman dan 

pengertian yang pernah diperoleh komunikan 

(Effendy, 2013 : 13).  Kerangka referensi seseorang 

terbentuk dalam dirinya sebagai hasil dari paduan 

pengalaman, pendidikan, gaya hidup, norma hidup, 

status sosial, ideologi, cita-cita dan sebagainya. 

Kerangka referensi seseorang akan berbeda dengan 

orang lainnya. Untuk itu, apapun situasi 

komunikasinya, baik antarpersona, kelompok 

ataupun massa, seorang komunikan harus 

memperhatikan kerangka referensi dari 

komunikannya.  

b) Situasi kondisi 

Situasi yang dimaksudkan ialah situasi komunikasi 

pada saat komunikan akan menerima pesan yang 

kita sampaikan. Situasi juga dapat digambarkan 

sebagai keadaan lingkungan pada saat pesan akan 

disampaikan. Sementara kondisi adalah keadaan 
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fisik dan psikis komunikan pada saat pesan tersebut 

disampaikan.  

 

2) Pemilihan Media Komunikasi 

Media komunikasi ini banyak jumlahnya, baik media 

yang bersifat tradisional maupun modern. Untuk mencapai 

sasaran komunikasi, komunikator dapat memilih salah satu 

atau gabungan beberapa media, bergantung pada tujuan 

yang dicapai, pesan yang akan disampaikan, serta teknik 

yang akan digunakan. Mana yang terbaik dari sekian 

banyak media komunikasi tidak dapat ditegaskan, karena 

masing-masing media mempunyai kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing.  

 

3) Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi 

Pesan komunikasi mempunyai tujuan tertentu. 

Pengkajian tujuan pesan ini bermanfaat untuk menentukan 

teknik yang harus diambil, apakah itu teknik informasi, 

teknik persuasi atau teknik instruksi. Pesan komunikasi 

terdiri atas isi pesan dan lambang atau simbol.  

 

 



 

20 
 

4) Mengenali sasaran komunikasi 

Menurut Onong Uchjana, terdapat dua faktor penting 

dari peranan komunikator yang dapat melancarkan 

komunikasi, pertama memiliki daya tarik dan kedua 

memiliki kredibilitas. 

a) Daya tarik sumber 

Seorang komunikator akan berhasil dalam 

komunikasi apabila ia mampu mengubah sikap, 

opini dan perilaku komunikan melalui mekanisme 

daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa 

komunikator ikut serta dengannya. Komunikan 

merasa ada kesamaan antara komunikator 

dengannya sehingga komunikan bersedia taat pada 

isi pesan yang dilancarkan oleh komunikator. 

b) Kredibilitas 

Kredibilitas sumber berkaitan erat dengan 

kepercayaan komunikan pada komunikator. 

Kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan 

profesi atau keahlian yang dimiliki seorang 

komunikator.  
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Berdasarkan pemaparan mengenai komponen – komponen 

komunikasi yang terdapat dalam strategi komunikasi di atas, maka 

teori tersebutlah yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini 

untuk dikembangkan lebih lanjut. 

 

2. Hubungan Masyarakat 

a. Pengertian Hubungan Masyarakat 

Secara teoretis, hubungan masyarakat atau yang selanjutnya 

disebut humas adalah salah satu bidang dari ilmu komunikasi yang 

bersifat praktis, dimana berhubungan langsung dengan praktik 

empiris (Liliweri, 2010 : 17). Dengan kata lain, humas adalah 

penerapan ilmu komunikasi dalam suatu organisasi, baik dalam 

organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Sementara menurut 

Paul W. Garret, humas adalah suatu sikap dan pikiran yang 

mendasar, suatu filsafat manajemen yang dengan sengaja dan 

mandiri menempatkan kepentingan masyarakat luas lebih dulu dalam 

setiap keputusan yang mempengaruhi operasi suatu perusahaan  

(Moore, 2005 : 7). 

Menurut The International Public Relations Association 

(IPRA), hubungan masyarakat diartikan sebagai fungsi manajemen 

dari sikap budi yang berencana dan berkesinambungan, yang dengan 

itu organisasi-organisasi dan lembaga yang bersifat umum dan 
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pribadi berupaya membina pengertian, simpati, dan dukungan dari 

mereka yang ada kaitannya atau yang mungkin ada hubungannya 

dengan jalan menilai pendapat umum diantara mereka, untuk 

mengorelasikan, sedapat mungkin, kebijaksanaan dan tata cara 

mereka, yang dengan informasi yang berencana dan tersebar luas, 

mencapai kerja sama yang lebih produktif dan pemenuhan 

kepentingan bersama yang lebih efisien (Effendy, 2006 : 21).  

Pengertian-pengertian mengenai humas tersebut sekiranya 

dapat menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh humas 

sebagai salah satu fungsi manajemen yang menyangkut pengelolaan 

hubungan perusahaan dengan masyarakat. Secara lebih singkat, 

dapat dijelaskan bahwa hubungan masyarakat adalah fungsi 

manajemen mengenai hubungan-hubungan antara dua atau lebih 

organisasi dan publik, baik nasional maupun internasional, yang 

menghasilkan jenis hubungan yang diinginkan atau dipergunakan 

oleh organisasi-organisasi dari khalayak tersebut (Effendy, 2006 

:22). 

 

b. Tujuan dan Fungsi Hubungan Masyarakat 

Keberadaan humas ditujukan sebagai pihak penyelenggara 

komunikasi timbal balik antara suatu organisasi dan publik yang 

berpengaruh atas tujuan organisasi. Humas juga ditujukan untuk 
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menciptakan rasa saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya 

tujuan, kebijakan, dan tindakan organisasi (Liliweri, 2010 : 217).  

Menurut Frank Jefkins, tujuan humas adalah untuk 

meningkatkan citra yang baik dan mengurangi atau mengikis habis 

sama sekali citra yang buruk terhadap suatu organisasi. Sementara 

secara umum, tujuan humas adalah untuk menciptakan, memelihara 

dan meningkatkan citra yang baik dari organisasi  kepada publik 

yang disesuaikan  dengan kondisi-kondisi publik yang bersangkutan 

(Nesia, 2014 : 34-35). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa humas 

berkaitan erat dengan publik perusahaan baik yang berada di dalam 

maupun di luar organisasi. Adapun beberapa fungsi humas menurut 

Bertrand R. Canfield (dalam Widjaja, 2002 : 54) dalam bukunya 

Public Relation Principles and Problema, antara lain : 

1) Mengabdi kepada kepentingan publik 

2) Memelihara komunikasi yang baik, dan 

3) Menitikberatkan pada moral dan tingkah laku yang baik 

Sementara menurut Cutlip dan Center                                    

(dalam Kusumastuti,  2002 : 23), fungsi humas dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1) Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai 

tujuan organisasi 
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2) Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik 

dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada 

publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan 

3) Melayani publik dan memberikan nasihat kepada 

pimpinan organisasi untuk kepentingan umum 

4) Membina hubungan secara harmonis antara organisasi 

dan publik, baik internal maupun eksternal 

Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dirumuskan 

bahwa dalam menjalankan fungsi beserta tujuannya, kegiatan humas 

tidak akan lepas dari kegiatan komunikasi. Dalam mencapai 

tujuannya, humas bukan hanya sekedar melalukan kegiatan 

komunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, melainkan juga 

memiliki metode, strategi dan formula-formula yang hanya dapat 

dilakukan oleh orang – orang yang terlatih secara filosofis, konsep, 

maupun teknis (Kusumastuti, 2002 : 10). 

 
c. Hubungan Masyarakat Pemerintah 

Keberadaan unit Hubungan Masyarakat (Humas) di sebuah 

instansi milik pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) merupakan keharusan secara fungsional dan operasional 

dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan tentang suatu 

kegiatan atau aktivitas instansi yang bersangkutan yang ditujukan 

baik untuk masyarakat ke dalam maupun masyarakat ke luar. Tugas 
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pokok humas adalah bertindak sebagai komunikator, membantu 

mencapai tujuan dan sasaran bagi lembaga bersangkutan, 

membangun hubungan baik dengan berbagai publik, hingga 

menciptakan citra serta opini masyarakat yang menguntungkan 

(Ruslan, 2012 : 343). 

Adapun fungsi pokok humas pemerintah di Indonesia           

(dalam Ruslan, 2012 : 343), antara lain : 

1) Mengamankan kebijakan pemerintah. 

2) Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan 

atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga 

program – program kerja secara nasional kepada 

masyarakat. 

3) Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif 

dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah 

di suatu pihak, dan menampung aspirasi, serta 

memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain 

pihak. 

4) Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif 

dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan 

keamanan politik pembangunan nasional baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. 
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Menurut Dimock dan Koenig (dalam Ruslan, 2012 : 342),      

tugas-tugas dari pihak humas dalam instansi pemerintahan adalah 

sebagai berikut : 

1) Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada 

masyarakat tentang pelayanan masyarakat, 

kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh 

pemerintah dalam melaksanakan program kerja 

tersebut. 

2) Mampu untuk menanamkan keyakinan dan 

kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam 

partisipasinya atau ikut serta dalam program 

pembangunan di berbagai bidang. 

3) Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari 

aparatur pemerintah yang bersangkutan perlu  

4) dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan 

tugas serta kewajibannya masing-masing. 

Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas Hubungan 

Masyarakat yang terdapat di instansi pemerintah dengan non 

pemerintah (lembaga komersial) adalah tidak adanya unsur 

komersial walaupun Humas Pemerintah juga melakukan hal yang 

sama dalam kegiatan publikasi, promosi dan periklanan. Kinerja 

humas pemerintah lebih menekankan pada public service atau demi 

meningkatkan pelayanan umum (Ruslan, 2012 : 341 – 342). 



 

27 
 

3. Implementasi Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah serangkaian prinsip atau tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam hubungannya dengan suatu subyek atau 

tanggapan terhadap krisis (Kusumanegara, 2010 : 4). Menurut Thomas 

Dye (dalam Subarsono, 2009 : 2),  kebijakan publik mengandung makna 

bahwa  (1) kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan 

organisasi swasta, dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Sedangkan 

menurut Larry N. Gerston, kebijakan publik adalah gabungan dari 

berbagai keputusan, komitmen dan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan 

oleh mereka yang memegang kekuasaan di pemerintahan atau yang 

berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan (Islamy, 2014 : 1.7). 

Kebijakan publik dapat berbentuk Undang-Undang atau Perda yang 

dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan negara, khususnya pada 

manajemen sektor publik (Nugroho, 2009 : 495). Agar tujuan dari 

dirumuskannya kebijakan publik dapat tercapai, maka kebijakan publik 

harus dapat diwujudkan dan diimplementasikan dengan baik oleh badan 

publik/badan pemerintah. Lester & Stewart (dalam Islamy, 2014 : 7.3) 

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tahapan proses kebijakan 

yang dilaksanakan segera setelah ditetapkannya hukum. Secara lebih luas, 

implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai proses administrasi 

dari hukum yang di dalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, 
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organisasi, prosedur dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah 

ditetapkan dapat mencapai tujuannya (Kusumanegara, 2010 : 97).  

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar 

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2009 : 494).  

Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik bukan saja ditunjukkan 

oleh banyaknya unit organisasi yang terlibat dalam kebijakan tersebut, 

tetapi juga dikarenakan faktor-faktor implementasi yang saling 

berhubungan satu sama lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi telah dijelaskan pada teori implementasi dari George C. 

Edwards (dalam Subarsono, 2009 : 90), yang  antara lain adalah sebagai 

berikut.  

a. Komunikasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan Apa yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan 

kepada sasaran kelompok sehingga implementasi dapat benar – 

benar berjalan. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan 

tidak diketahui, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari 

kelompok yang disasar.  

 
b. Sumber daya 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara 

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan 

sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan 
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berjalan efektif. Sumber daya dapat berwujud sumber daya 

manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor 

penting agar implementasi dapat berjalan efektif. 

c. Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki 

oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat 

demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang 

baik, maka kebijakan akan dijalankan dengan baik seperti yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, apabila 

disposisi implementor  berbeda dengan pembuat kebijakan, 

maka implementasi tidak akan berjalan efektif. 

 
d. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang 

penting adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard 

operating procedurs) atau yang biasa disebut dengan SOP. 

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam 

bertindak. 

Berdasarkan pada penjelasan mengenai faktor – faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan publik, maka peneliti akan 

menjadikan teori implementasi dari George C. Edwards tersebut sebagai 
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unit analisis untuk dihadapkan dengan unit analisis pertama tentang 

strategi komunikasi. 

 

4. Keterbukaan Informasi Publik 

a. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keterbukaan 

adalah hal terbuka, yang merupakan landasan utama dalam 

berkomunikasi. Sedangkan informasi adalah keterangan, pernyataan, 

gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan 

baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar 

dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

secara elektronik atau non-elektronik (Kementrian Komunikasi dan 

Informatika, 2010 :5). Informasi publik sendiri dapat diartikan 

sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan 

atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara 

dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan 

undang – undang serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik (Pasal 1, UU No. 14 Tahun 2008). 

Informasi merupakan alat penting bagi pemerintahan untuk 

membuat pengawasan. Secara konseptual, masyarakat berhak untuk 
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mendapatkan informasi yang berkenaan dengan suatu organisasi 

publik yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat publik 

terpilih. Hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang kemudian 

mendorong adanya keterbukaan informasi sebagai bentuk tanggung 

jawab negara terhadap rakyatnya (Erdianto, Aryani & Karanikolas, 

2012 : 11). 

Keterbukaan informasi lahir berdasarkan tuntutan demokrasi 

serta transparansi yang ditegakkan pasca bergulirnya masa reformasi 

tahun 1998. Adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapatkan informasi pemerintah secara terbuka dan transparan 

kemudian mengantarkan pemerintah untuk menetapkan UU No.14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai payung 

hukum. Tujuan dari Keterbukaan Informasi Publik sendiri adalah 

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan 

supremasi hukum serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat 

dalam setiap proses kebijakan publik (Kementrian Komunikasi dan 

Informatika, 2010 : 3). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Keterbukaan Informasi Publik adalah suatu 

kebijakan negara yang wajib diimplementasikan oleh badan-badan 

publik dengan menyediakan informasi secara transparan dan terbuka 
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kepada masyarakat sesuai dengan yang tertuang pada Undang-

Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU No. 14 Tahun 

2008) adalah salah satu program legislasi nasional Inisiatif Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 1999-2004.  UU No. 14 Tahun 

2008 sebenarnya telah dibahas sejak tahun 1999, dan setelah 

melewati proses selama sembilan tahun, akhirnya Undang – Undang 

ini  diresmikan. Kebijakan publik UU No. 14 Tahun 2008 disahkan 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 3 April 2008 

dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008.  

Melewati dua tahun masa persiapan untuk pelaksanaan 

Keterbukaan Informasi Publik, mulai tanggal 30 April 2010, UU No. 

14 Tahun 2008 ini mulai diberlakukan di seluruh Indonesia sebagai 

regulasi yang pasti akan penyebaran informasi dari badan publik 

kepada masyarakat luas (www.ppid.dpr.go.id, diakses pada tanggal 

21 Januari 2015 pukul 22.45 WIB). Undang – Undang No 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memuat 12 bab dan 64 

pasal. Keseluruhan dari isi Undang – Undang tersebut tidak hanya 

mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tersebut 

secara bebas dan terbuka, namun juga mengatur kewajiban badan 

http://www.ppid.dpr.go.id,
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publik untuk menyediakan akses informasi secara mudah dan 

transparan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU No. 14 

Tahun 2008  adalah kebijakan resmi yang mengatur tentang 

kewajiban, tugas dan wewenang badan publik, termasuk BUMN, 

dalam menjalankan praktik Keterbukaan Informasi Publik. 

  Berdasarkan pada landasan teori yang sudah dijelaskan, maka peneliti 

akan menetapkan teori komponen strategi komunikasi dari Onong Uchjana 

Effendy (2013) serta teori implementasi dari George C. Edwards (dalam 

Soebarsono, 2009) sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Adapun 

komponen dalam setiap unit analisis yang akan digunakan peneliti, 

dijabarkan dalam tabel berikut ini. 

      Tabel 2 

      Unit Analisis 
 

 Strategi Komunikasi  Implementasi 

1. 

Mengenali Sasaran Komunikasi 

   a. Kerangka referensi 

   b. Situasi dan Kondisi 

1. Komunikasi 

2. Pemilihan Media Komunikasi 2. Sumber Daya 

3. Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi 3. Disposisi 

4. 

Peranan Komunikator dalam 

Komunikasi 

   a. Daya Tarik Sumber 

   b. Kredibilitas Sumber 

4. Struktur Birokrasi 

 
       Sumber : Olahan Peneliti (2015) 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

           Jenis penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena 

realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan 

berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, 

sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun 

fenomena tertentu (Bungin, 2010 : 68).  

Untuk meringkas dan menarik realitas-realitas yang ada, peneliti 

akan mewawancarai para informan dengan mengajukan pertanyaan 

penelitian yang dirancang sesuai dengan maksud penelitian. Setelah 

informasi berupa pernyataan dari informan terkumpul, informasi tersebut 

kemudian disederhanakan menjadi sebuah teks yang kemudian akan diolah 

dan kemudian dianalisis. Hasil analisis tersebut dapat berupa deskripsi 

yang kemudian dapat diinterpretasikan dengan suatu makna tertentu. 

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah Divisi Komunikasi 

Korporat PT PLN (Persero) atau yang biasa dikenal dengan 
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Humas PT PLN (Persero). Penentuan subjek dilakukan 

dengan teknik snowball sampling, yaitu mengambil sampel 

penelitian yang terus bertambah seiring dengan berjalannya 

waktu pengamatan (Pawito, 2008 : 92). Peneliti berangkat 

dari seorang informan sebagai key informan atau informan 

kunci untuk mengawali pengumpulan data. Adapun 

informan kunci yang ditetapkan oleh peneliti antara lain 

adalah Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN 

(Persero) selaku pimpinan dari Humas PT PLN (Persero). 

Pada  informan kunci, peneliti akan menanyakan siapa 

saja orang yang layak untuk diwawancarai terkait dengan 

objek penelitian. Setelah menemui orang yang disarankan 

oleh informan pertama, peneliti akan menanyakan siapa lagi 

yang layak menjadi informan selanjutnya, dan seterusnya 

hingga peneliti merasa yakin bahwa  data yang dibutuhkan 

sudah lengkap dan memadai. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, subjek dalam penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3 

Subjek Penelitian di Kantor Pusat PT PLN (Persero) 

No. Nama Informan Jabatan 
1. Bapak Bambang 

Dwiyanto 
Manajer Senior Bidang Komunikasi 
Korporat 

2. Bapak Sampurno 
Marnoto 

Deputi Manajer Hubungan Eksternal 
Bidang Komunikasi Korporat 

3. Ibu Ida Wardani Deputi Manajer Hubungan Internal Bidang 
Komunikasi Korporat 

4.  Bapak Ahmad Hidayat Staff Hubungan Eksternal Bidang 
Komunikasi Korporat 

 
Sumber : Olahan Peneliti (2015) 

 

Tabel 4 

Subjek Penelitian di luar Kantor Pusat PT PLN (Persero) untuk 
Triangulasi 

No. Nama Informan Jabatan 
1. Ibu Candra Sona SPV Humas dan Protokol PT PLN Kantor 

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 
2. Ibu Dita Artsana SPV Humas, Kemitraan dan Bina 

Lingkungan PT PLN Kantor Distribusi 
Lampung 

3. Bapak Aminuzal 
Hendrawan 

Pemohon informasi / Pemilik tenant di 
Thamrin City 

4.  Saudara Marsell  Pemohon informasi / Mahasiswa Bina 
Nusantara Jakarta 

 
Sumber : Olahan Peneliti (2015) 

 

b. Objek Penelitian 

  Objek dari penelitian ini adalah strategi komunikasi 

yang digunakan oleh Humas PT PLN (Persero) dalam 

mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian proses yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data sesuai dengan metode penelitian 

yang dipergunakan (Suharsaputra, 2012 : 207). Untuk mempermudah 

jalannya penelitian, data akan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data 

primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut adalah dasar 

ditentukannya teknik pengumpulan data yang ditetapkan oleh peneliti.  

a. Jenis Data 

1) Data Primer 

   Data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari subjek penelitian. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan melakukan teknik 

wawancara (interview) kepada narasumber yang 

terkait dengan strategi komunikasi yang digunakan 

oleh Humas PT PLN (Persero) dalam mewujudkan 

Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang – 

Undang Nomor 14 Tahun 2008. 

2) Data Sekunder 

   Data sekunder adalah data yang digunakan 

peneliti untuk mendukung data primer yang 
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didapatkan. Adapun teknik yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data sekunder adalah observasi 

dan dokumentasi. 

 
 

b. Teknik Pengumpulan Data 

  Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1) Wawancara  

  Wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan (Bungin, 2007 : 

108). Peneliti akan melakukan wawancara dengan 

subjek penelitian yang sudah ditetapkan, yaitu 

Humas PT PLN (Persero) dan pihak – pihak lain 

yang masuk ke dalam kriteria subjek penelitian. 

2) Observasi 

  Observasi adalah kegiatan mencari data 

untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis 

(Suharsaputra, 2012 : 209). Peneliti akan melakukan 

observasi pada aktivitas Humas PT PLN (Persero) 
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terkait dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi 

Publik sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 

Tahun 2008.  

 
3) Dokumentasi 

  Teknik dokumentasi adalah teknik yang 

digunakan untuk menelusuri data historis             

yang berkaitan dengan objek penelitian  (Bungin, 

2007 : 121).  Peneliti akan mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang terkait dengan aktivitas 

Humas PT PLN (Persero) dalam mewujudkan 

Keterbukaan Informasi Publik. Adapun bentuk 

dokumen yang akan dihimpun peneliti antara lain 

adalah dokumen berbentuk foto, rekaman video, dan 

surat-surat tertulis yang berkaitan dengan objek 

penelitian. 

 

 
 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah data-data penelitian terkumpul, peneliti akan menganalisis 

data-data tersebut dengan teknik analisis data menurut Miles & Huberman 

(dalam Emzir, 2012 : 129), yang tahap-tahapnya adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 
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 Setelah data-data penelitian terkumpul, maka selanjutnya data-

data tersebut akan direduksi. Reduksi data dilakukan dengan 

mempertajam, memilih, memfokuskan, menggolongkan, 

membuang yang tidak perlu dan menyusun data dalam suatu 

cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan 

diverifikasikan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

 Data-data yang telah direduksi akan dianalisis dengan teori 

yang digunakan dalam penelitian, hingga membentuk suatu 

bentuk data yang praktis dan dapat menggambarkan 

kesimpulan akhir penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan 

 Kesimpulan yang utuh hanya dapat dirumuskan apabila 

seluruh data telah dianalisis. Dengan demikian, penarikan 

kesimpulan sangat bergantung pada proses mengaitkan 

kelompok-kelompok data dalam penyajian data. Kesimpulan 

akan ditarik setelah seluruh data dianalisis menggunakan teori 

yang digunakan. 
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5. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting dalam penelitian 

kualitatif untuk mengetahui validitas dan reliabilitas penelitian itu sendiri 

(Moleong, 2010 : 321). Validitas data dalam penelitian komunikasi 

kualitatif lebih menunjuk pada tingkat sejauh mana data yang diperoleh 

secara akurat telah mewakili realitas atau gejala yang diteliti. Sementara 

reliabilitas, berkenaan pada tingkat konsistensi hasil dari penggunaan cara 

pengumpulan data (Pawito, 2008 : 97). 

 Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti pada 

penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber 

data  adalah teknik membandingkan atau mengecek ulang derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari waktu dan cara yang 

berbeda (Bungin, 2007 : 256).  Dalam triangulasi sumber data ini, peneliti 

meminta pertimbangan pihak-pihak lain memiliki kaitan erat dengan objek 

penelitian.  

 Triangulasi dilakukan terus-menerus sepanjang proses 

mengumpulkan data dan analisis data (Bungin, 2005 : 192). Triangulasi 

akan berhenti dilakukan ketika peneliti sudah meyakini bahwa tidak ada 

lagi perbedaan atau pertentangan pada data – data yang diperolehnya, dan 

tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasikan kepada informan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka pada Bab ini peneliti akan menjabarkan mengenai 

kesimpulan yang didapatkan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai 

berikut. 

Pertama, strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas PLN Pusat 

adalah dengan melakukan setiap  komponen-komponen strategi komunikasi 

sesuai dengan kebutuhan serta tujuan dilaksanakannya UU No. 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Humas PLN Pusat 

melakukan strategi komunikasi untuk mengimplementasikan UU KIP 

dengan melalui tahap mengenali sasaran komunikasi, pemilihan media 

komunikasi, pengkajian tujuan pesan komunikasi, serta peranan 

komunikator dalam komunikasi. Adapun setiap tahap ataupun komponen 

strategi komunikasi tersebut, memberikan pengaruh dan kontribusi untuk 

melancarkan faktor-faktor implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi serta struktur birokrasi. 

Setiap komponen strategi komunikasi memiliki keterkaitan dengan 

faktor-faktor implementasi, meskipun faktor tersebut berada di luar 
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komunikasi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah; (1) 

tahap mengenali sasaran komunikasi berperan dalam mendukung jalannya 

faktor komunikasi, (2) tahap pemilihan media komunikasi berperan dalam 

mendukung jalannya faktor komunikasi, (3) tahap pengkajian tujuan pesan 

berperan dalam mendukung jalannya faktor komunikasi serta struktur 

birokrasi secara internal, dan (4) tahap peranan komunikator dalam 

komunikasi berperan dalam mendukung jalannya faktor komunikasi, 

sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi. 

Berdasarkan pernyataan di atas, faktor komunikasi didukung oleh 

seluruh komponen-komponen strategi komunikasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa komunikasi merupakan faktor yang terpenting dalam implementasi 

kebijakan  publik, yang dalam hal ini adalah kebijakan UU KIP. Sementara 

itu, peranan komunikator dalam komunikasi mendukung seluruh faktor 

implementasi yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan 

komunikator  sangat menentukan berhasil atau tidaknya implementasi 

kebijakan UU KIP  tersebut. 

Kedua, dalam mengimplementasikan kebijakan publik UU KIP, 

komunikasi yang dilakukan oleh Humas PLN Pusat tertuju pada ruang 

lingkup eksternal dan internal. Terbaginya komunikasi menjadi eksternal 

dan internal, menjadikan seluruh komponen strategi komunikasi mulai dari 

tahap mengenali sasaran komunikasi, pemilihan media komunikasi, 
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pengkajian tujuan pesan serta peranan komunikator dalam komunikasi, juga 

terbagi dalam ruang lingkup eksternal serta internal. 

Ketiga, dalam mencapai tujuan dari UU KIP yang diterapkan, Humas 

PLN Pusat memerlukan tiga hal, yaitu (1) permohonan informasi dalam 

jalur KIP dapat ditangani dengan baik, (2) masyarakat umum memahami 

bahwa PT PLN sebagai BUMN telah menerapkan UU KIP dengan baik, 

serta (3) kalangan internal PT PLN yang mendukung jalannya keterbukaan 

informasi di seluruh jangkauan perusahaan.  

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah, dalam mengimplementasikan 

UU KIP, sasaran komunikasi yang harus dicapai ada tiga, yaitu (1) pemohon 

informasi atau publik yang terkait dengan kebijakan yang 

diimplementasikan, (2) masyarakat umum untuk menciptakan dukungan 

serta kepercayaan atas kebijakan yang telah diterapkan, dan (3) Humas di 

Kantor Unit PT PLN atau kalangan internal yang juga memiliki kewajiban 

sebagai implementor dari kebijakan publik UU KIP tersebut. Apabila salah 

satu dari ketiga sasaran komunikasi tersebut tidak tercapai, maka 

implementasi kebijakan publik atau dalam hal ini UU KIP tidak akan dapat 

berjalan dengan baik dan menyeluruh. 

Keempat, komunikasi dalam implementasi kebijakan publik sangat 

didukung dengan adanya media-media komunikasi yang dipilih secara 

selektif. Dalam implementasi UU KIP, Humas PLN Pusat menggunakan 

gabungan dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik untuk 
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memaksimalkan komunikasi yang dijalankan baik secara internal maupun 

eksternal. Banyaknya pilihan media komunikasi yang digunakan dalam 

implementasi KIP  dapat memberikan beberapa keuntungan bagi Humas 

PLN Pusat, yaitu (1) meningkatkan daya tarik serta kredibilitas Humas PLN 

Pusat sebagai komunikator, (2) meningkatkan pelayanan serta keterbukaan 

informasi yang dijalankan, (3) memudahkan Humas PLN Pusat untuk 

menjangkau seluruh sasaran komunikasinya yaitu pemohon informasi, 

masyarakat serta Humas di seluruh Kantor Unit PT PLN. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan pada kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, maka 

pada sub bab ini peneliti akan memberikan saran-saran yang semoga dapat 

memberikan kontribusi yang baik bagi Humas PLN Pusat dalam 

mengimplementasikan KIP ke depannya.  Saran-saran tersebut antara lain 

adalah sebagai berikut. 

Pertama, dalam  komunikasi internal, Humas PLN Pusat disarankan 

tidak hanya mensosialisasikan tentang implementasi KIP secara prosedural 

saja, namun juga berbagi pengetahuan tentang kasus-kasus sengketa 

informasi yang pernah terjadi baik di PT PLN ataupun di perusahaan lain. 

Hal ini ditujukan agar Humas PLN yang berada di Kantor Unit dapat 

memaksimalkan pengalaman serta pengetahuannya dalam 

mengimplementasikan UU KIP, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang 
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berpotensi memunculkan sengketa informasi. Humas PLN Pusat juga 

disarankan untuk lebih sering mengadakan pertemuan koordinasi internal 

dalam hal mewujudkan keterbukaan dan transparansi. Hal ini tentu sangat 

bermanfaat baik bagi kinerja Humas PLN di seluruh Indonesia sendiri 

ataupun bagi reputasi yang diperoleh PT PLN berdasarkan penilaian 

masyarakat. 

Kedua, dalam hal komunikasi eksternal, Humas PLN Pusat disarankan 

untuk lebih memaksimalkan kampanye tentang Keterbukaan Informasi 

Publik yang dapat dilakukan bersamaan dengan pilot project dari PT PLN 

yaitu program PLN Bersih. Hal ini tentu sangat menguntungkan PT PLN, 

karena dengan melakukan satu kali kampanye, dua pesan dapat 

tersampaikan kepada sasaran komunikasi eksternal.  Pertama, pesan tentang 

UU KIP yang diterapkan oleh PT PLN. Kedua, pesan tentang program PLN 

Bersih yang menjunjung tinggi kinerja anti korupsi. Kedua pesan ini 

memiliki latar belakang yang sama, yaitu transparansi, yang seharusnya 

dapat menjadi peluang tersendiri untuk dikampanyekan ke ruang lingkup 

eksternal  agar gaungnya semakin terdengar. 

Ketiga, dalam hal pelayanan keterbukaan informasi publik, Humas PLN 

Pusat disarankan untuk membuat struktur birokrasi baru khusus untuk 

pelayanan KIP. Mengingat bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai 

PPID, Humas PLN Pusat seringkali tumpang tindih dengan profesi 

utamanya sebagai Humas, maka sebaiknya dalam struktur organisasi Humas 
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PLN Pusat diberikan deskripsi pekerjaan masing-masing dalam 

melaksanakan pelayanan informasi publik. Deskripsi pekerjaan yang 

sekiranya dibutuhkan dalam memaksimalkan pelayanan informasi antara 

lain adalah sebagai penerima pemohon informasi melalui media pertemuan 

langsung, penerima pemohon informasi melalui media tidak langsung, 

pencatat atau pengarsip data-data pemohon informasi yang masuk ke Humas 

PLN Pusat, pencari dan penyedia data ataupun informasi yang dibutuhkan 

oleh pemohon,  pelaksana koordinasi KIP dengan kalangan internal 

perusahaan, serta pengelola kampanye program PLN Bersih dan KIP kepada 

masyarakat.  

Adanya pembagian tugas dalam melaksanakan pelayanan informasi 

publik, sekiranya dapat meningkatkan kecepatan dalam pelayanan yang juga 

dapat meningkakan kredibilitas Humas PLN Pusat sebagai komunikator. 

Adanya pembagian tugas sebagai PPID ini setidaknya dapat menjadi 

langkah antisipatif ketika Humas PLN Pusat menghadapi banyaknya 

permintaan informasi yang masuk, ataupun  ketika Humas PLN Pusat 

sendiri sedang memiliki aktivitas pekerjaan yang padat. 
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INTERVIEW GUIDE :  Strategi Komunikasi Hubungan Masyarakat Terhadap 
Keterbukaan Informasi Publik (Studi Deskriptif Kualitatif Implementasi UU 

No. 14 Tahun 2008 di Humas PT PLN Persero)                                                      
Oleh : Intantya Purwoko Putrie 

 
*) Untuk Informan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat 

 
Narasumber  :  _____________________________________________________________ 
Jabatan  :  _____________________________________________________________ 
No. HP/Tlp     :  ______________________________________________________________ 
 
Strategi Komunikasi 
 

a. Mengenali sasaran komunikasi 
1. Siapa saja yang dimaksud dengan publik bagi PT PLN (Persero) dalam hal 

pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008? 

2. Apakah seluruh publik tersebut merupakan sasaran komunikasi dari pelaksanaan KIP 
sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008?  

3. Bagaimana cara anda mengenali sasaran komunikasi dari pelaksanaan Keterbukaan 
Informasi Publik (KIP) sesuai dengan UU No.  14 Tahun 2008? 

4. Dalam mengenali sasaran komunikasi, apakah anda membeda-bedakan sasaran 
komunikasi anda sesuai dengan latar belakangnya? 

5. Dalam mengenali sasaran komunikasi, apakah anda memperhatikan situasi 
komunikasi ketika sasaran komunikasi akan menerima pesan yang akan anda 
sampaikan?  

6. Dalam mengenali sasaran komunikasi, apakah anda memperhatikan kondisi fisik dan 
psikis sasaran komunikasi anda ketika ia akan menerima pesan yang akan anda 
sampaikan?  

 
b. Pemilihan media komunikasi 

1. Media apa saja yang anda gunakan dalam pelaksanaan KIP sesuai dengan UU No. 14 
Tahun 2008? 

2. Apa yang mendasari anda memilih media-media tersebut sebagai media yang anda 
pilih untuk menyampaikan informasi? 

3. Media apa yang paling anda prioritaskan dalam melaksanakan KIP sesuai dengan UU 
No. 14 Tahun 2008? Mengapa? 

4. Apakah dengan pemilihan media tersebut berhasil meraih tujuan pelaksanaan KIP? 

 
 

c. Pengkajian tujuan pesan komunikasi 

1. Bagaimana pesan yang anda sampaikan melalui media-media yang anda gunakan 
dalam melaksanakan KIP? 
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2. Pesan apa sajakah yang terdapat di dalam informasi yang anda sampaikan? 

3. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pesan tersebut? 

4. Berdasarkan tujuan dari pesan tersebut, adakah suatu pesan inti yang selalu 
disampaikan dalam setiap pelaksanaan KIP? 

5. Untuk mencapai tujuan pesan, teknik apa yang anda gunakan? 

6. Seperti apakah anda menerapkan teknik tersebut? 

 

d. Peranan komunikator dalam komunikasi 

1. Bagaimanakah peran Humas PT PLN dalam pelaksanaan KIP? 

2. Bagaimana humas membangun daya tariknya sehingga dapat berpengaruh bagi 
sasaran komunikasi? 

3. Bagaimana humas membangun kredibilitas agar komunikan percaya dan mengikuti  
arahan humas? 

4. Apakah humas selalu menunjukkan sifat empati ketika menghadapi sasaran 
komunikasi? 

 

Implementasi 

a. Komunikasi 

1. Upaya apa saja yang anda lakukan untuk mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di PT PLN (Persero)? 

2. Sejauh manakah upaya tersebut dilakukan? 

3. Tujuan apa yang ingin dicapai dari terimplementasikannya UU No.14 Tahun 2008 di 
PT PLN (Persero)? 

4. Bagaimana anda mengkomunikasikan tujuan tersebut kepada sasaran komunikasi 
anda? 

5. Pihak mana saja yang terlibat dalam implementasi UU No. 14 Tahun 2008  di PT PLN 
(Persero)? 

6. Bagaimana anda menjalin komunikasi dengan pihak-pihak tersebut? 

7. Bagaimana anda menjalin komunikasi dengan publik yang dituju dari implementasi 
KIP di PT PLN (Persero)? 
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b. Sumber daya 

1. Siapa saja pihak yang berfungsi sebagai implementor dalam implementasi UU No. 14 
Tahun 2008 tentang KIP? 

2. Siapakah yang berperan sebagai implementor utama? 

3. Sejauh ini,  apakah ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan KIP di PLN sudah 
memadai? 

4. Adakah sumber daya finansial yang disediakan khusus untuk implementasi UU No. 
14 Tahun 2008? 

5. Apakah dengan sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang ada saat ini, 
implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP berjalan dengan efektif? 

 
c. Disposisi 

1. Selaku implementor dari kebijakan KIP, bagaimana anda memandang KIP sebagai 
salah satu kewajiban yang harus dijalankan PT PLN? 

2. Apakah anda menyetujui adanya kebijakan KIP ini? Jika iya, bagaimana upaya anda 
selaku implementor untuk mendukung jalannya KIP di PT PLN? 

3. Selaku implementor, bagaimana komitmen, kejujuran dan sifat demokratis  anda 
dalam menyediakan keterbukaan informasi PT PLN? 

 
d. Struktur Birokrasi 

1. Seperti apa struktur pembagian tugas implementasi UU KIP dalam PT PLN secara 
keseluruhan? 

2. Adakah peraturan atau standar operating procedurs (SOP) yang dibuat oleh 
perusahaan dalam implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP? Jika iya, 
bagaimana SOP tersebut dijalankan serta siapa yang membuat SOP tersebut? 

3. Adakah peraturan atau standar operating procedurs (SOP) yang digunakan Humas 
dalam mengimplementasikan UU KIP? Jika iya, bagaimana SOP tersebut dijalankan 
serta siapa yang membuat SOP tersebut? 

 

*) Poin-poin di atas digunakan sebagai pedoman wawancara. Peneliti berkemungkinan untuk 
mengembangkan pertanyaan-pertanyaan di atas untuk mendapatkan data-data yang lebih valid. 
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*) Untuk Informan di PT PLN (Persero) Kantor Unit 

Narasumber  :   
Jabatan  :   
No. HP/Tlp      :   
 
Strategi Komunikasi 
 

a. Mengenali sasaran komunikasi 
1. Bagaimana cara Humas PLN Pusat berkoordinasi dengan anda selaku Humas PLN 

Kantor Unit dalam mengimplementasikan KIP? 

2. Dalam berkoordinasi untuk mengimplementasikan KIP, apakah Humas PLN Pusat 
mengenali latar belakang anda? Jika iya, bagaimana? 

3. Dalam berkoordinasi untuk mengimplementasikan KIP, teknik apa yang digunakan 
oleh Humas PLN Pusat, apakah informatif, persuasif atau instruktif? (dimohon 
menyertakan alasannya) 

4. Dalam berkoordinasi untuk mengimplementasikan KIP, apakah Humas PLN Pusat 
memperhatikan situasi komunikasi / situasi kantor anda saat itu? (dimohon 
menyertakan alasannya) 

5. Dalam berkoordinasi untuk mengimplementasikan KIP, apakah Humas PLN Pusat 
memperhatikan kondisi fisik ataupun psikis anda pada saat itu? (dimohon 
menyertakan alasannya) 

 
b. Pemilihan media komunikasi 

Berdasarkan data yang saya peroleh, terdapat tiga media yang digunakan Humas PLN Pusat untuk 
mengkomunikasikan impelementasi KIP ke Humas Kantor Unit, yaitu majalah FOKUS, agenda rapat 
internal (rapat koordinasi komunikasi) dan e-mail.  

1. Apakah ada media lain yang digunakan selain ketiga media tersebut? (dimohon 
menyebutkan medianya jika ada) 

2. Apa kelebihan dan kekurangan dari majalah FOKUS dalam mengkomunikasikan 
implementasi KIP? 

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari adanya kegiatan pertemuan / rapat koordinasi 
komunikasi dalam mengkomunikasikan implementasi KIP? 

4. Apa kelebihan dan kekurangan dari e-mail yang digunakan dalam 
mengkomunikasikan implementasi KIP? 
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c. Pengkajian tujuan pesan komunikasi 

1. Dalam berkoordinasi untuk mengimplementasikan KIP, pesan apa yang anda terima 
dari Humas PLN Pusat? 

2. Bagaimana tujuan internal dari pesan tersebut? 

3. Bagaimana tujuan eksternal dari pesan tersebut? 

4. Apakah Humas PLN Pusat sudah mengkomunikasikan tujuan pesan tersebut dengan 
baik? (dimohon menyertakan alasannya) 

5. Bagaimana anda mendukung serta berpartisipasi untuk mewujudkan tujuan pesan 
tersebut baik ke internal maupun ke eksternal? 

 

d. Peranan komunikator dalam komunikasi 

1. Bagaimanakah peran Humas PLN Pusat dalam mengkoordinasikan implementasi KIP 
di kalangan internal? 

2. Bagaimana Humas PLN Pusat membangun daya tariknya ketika berkoordinasi dengan 
kalangan internal dalam mengimplementasikan KIP? 

3. Bagaimana Humas PLN Pusat membangun kredibilitasnya ketika berkoordinasi 
dengan kalangan internal dalam mengimplementasikan KIP? 

4. Apakah anda merasa bahwa Humas PLN Pusat telah mengkoordinasikan 
implementasi KIP ke internal dengan baik? (dimohon menyertakan alasannya) 

5. Apa kelebihan dan kekurangan koordinasi yang dilakukan oleh Humas PLN Pusat 
dalam mengkomunikasikan implementasi KIP ke kalangan internal? 

 

e. Faktor implementasi 

1. Upaya komunikasi apa saja yang telah dilakukan oleh Humas PLN Pusat dalam 
mengkoordinasikan implementasi KIP ke internal? (mohon disertakan penjelasannya) 

2. Apakah upaya komunikasi tersebut sudah berjalan baik dan efektif? (mohon 
disertakan penjelasannya) 

3. Sebagai sumber daya manusia dalam mengimplementasikan KIP di lingkungan PT 
PLN, bagaimana upaya anda untuk melaksanakan KIP di Kantor Unit? 

4. Sebagai sumber daya manusia dalam mengimplementasikan KIP di lingkungan PT 
PLN, bagaimana anda membangun komitmen serta kejujuran anda dalam KIP? 
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5. Apakah Humas PLN Pusat berpengaruh terhadap komitmen serta kejujuran yang anda 

jalankan dalam melaksanakan KIP? (dimohon menyertakan alasannya) 

6. Bagaimana Humas PLN Pusat mengkomunikasikan Keputusan Direksi Tentang 
Pelayanan, Pengungkapan serta Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN 
(Persero) kepada anda? 

7. Adakah saran untuk Humas PLN Pusat dalam mengkoordinasikan implementasi  UU 
KIP di lingkungan PT PLN? 
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*) Untuk Informan di luar PT PLN (Persero) 

 
Narasumber  :  _____________________________________________________________ 
Jabatan  :  _____________________________________________________________ 
No. HP/Tlp     :  ______________________________________________________________ 
 
Strategi Komunikasi 
 

a. Mengenali sasaran komunikasi 
1. Informasi apa saja yang pernah anda mohon kepada Humas PLN Pusat untuk 

disediakan? 

2. Bagaimana cara Humas PLN Pusat mengenali/ mengetahui tentang permintaan anda? 

3. Bagaimana cara Humas PLN Pusat mengenali/ mengetahui tentang latar belakang diri 
anda? 

4. Bagaimana Anda melakukan pengisian formulir permohonan informasi publik yang 
diberikan oleh Humas PLN Pusat? (mohon dijelaskan) 

5. Dalam melayani permintaan anda, apakah Humas PLN Pusat memperhatikan situasi 
komunikasi saat itu? (mohon disertakan penjelasan bagaimana Humas PLN Pusat 
melakukannya) 

6. Dalam melayani permintaan anda, apakah Humas PLN Pusat memperhatikan kondisi 
fisik dan psikis anda? (mohon disertakan penjelasan bagaimana Humas PLN Pusat 
melakukannya) 

7. Menurut anda, teknik apa yang digunakan Humas PLN Pusat dalam melayani 
permintaan informasi; informatif, instruktif atau persuasif? Mengapa? 

 
b. Pemilihan media komunikasi 

1. Media apa yang anda gunakan dalam berkomunikasi dengan Humas PLN Pusat selain 
mendatangi langsung Kantor Pusat PT PLN? 

2. Menurut anda, apa kekurangan dan kelebihan dari akses permintaan informasi publik 
dengan menemui Humas PLN Pusat secara langsung? 

3. Menurut anda, apakah media pertemuan di ruang layanan informasi publik sudah 
efektif untuk pelaksanaan KIP? (mohon disertakan alasannya) 

4. Bagaimana sikap empati yang ditunjukkan Humas PLN Pusat ketika menerima Anda 
di Kantor Pusat PLN / ruang layanan informasi? 

5. Bagaimana pelayanan yang diberikan, mulai dari penerimaan hingga pemberian 
informasi yang anda butuhkan? (mohon disertakan penjelasan) 
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6. Berapa lama permintaan anda dipenuhi oleh Humas PLN Pusat? 

7. Upaya komunikasi apa saja yang dilakukan oleh Humas PLN Pusat dalam menerima 
permintaan informasi anda? 

 
 

c. Pengkajian tujuan pesan komunikasi 

1. Pesan apa yang anda terima dari Humas PLN Pusat dalam permohonan informasi 
yang anda ajukan? 

2. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, tujuan Humas PLN Pusat untuk 
menyampaikan informasi yang dimohon adalah untuk memberikan pemahaman dan 
memenuhi permintaan. Apakah anda memahami pesan atau informasi yang diberikan 
tersebut? (mohon disertakan penjelasan) 

3. Apakah anda merasa bahwa Humas PLN Pusat sudah menjalankan keterbukaan 
informasi? (mohon disertakan penjelasan) 

4. Adakah perubahan pada persepsi anda terhadap PT PLN setelah permintaan anda 
melalui KIP dilayani oleh Humas PLN Pusat? 

 

d. Peranan komunikator dalam komunikasi 

1. Apa saja peran Humas PLN dalam menangani permintaan informasi yang anda 
ajukan? 

2. Menurut anda, bagaimana Humas PLN Pusat membangun daya tariknya dalam 
melayani permintaan informasi anda? 

3. Menurut anda, bagaimana Humas PLN Pusat membangun kredibilitasnya dalam 
melayani permintaan informasi anda? 

4. Apa kelebihan dan kekurangan Humas PLN Pusat ketika berbicara untuk menjelaskan 
informasi yang anda minta? 

5. Adakah saran untuk Humas PLN Pusat dalam memberikan pelayanan informasi 
melalui KIP? 

 

 

 



LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN 

1. Observasi Ruang Layanan Informasi Publik di PT PLN (Persero) Kantor Pusat 

     

  

 



  2.  Formulir KIP di PT PLN  

 

 

 

 



  3. Aktivitas Pelayanan Informasi Publik Melalui E-mail 

    

  

4. Pendataan Pemohon Informasi 

 

 

 

 



 5. Media yang Diproduksi Untuk Sosialisasi KIP 

 

 



 6.  Rapat Koordinasi (Rakor) Komunikasi PT PLN di seluruh Indonesia 

 

Rapat Koordinasi Komunikasi Regional Indonesia Barat, Jumat 31 Juni 2013, di 

Batam. Pembicara tamu, Wandy Nicodemus Tuturoong, Senior Advisor 

Transparency Intertanional Indonesia (TII). 
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